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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 rahun 2004 tentang Sis tern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas a} 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2021
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, rnaka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BUPATI LOMBOK UTARA,

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN2020

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURAN BUPATTLOMBOK UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021

BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mengingat

Menimbang
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 ten tang
Pembcntukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
N 'gam Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undnng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
D rah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049):

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diu bah
d~ngan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 ten tang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indinesia Nomor 6573)

10. Lndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peruba han atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pernerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );

14. Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelcuggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20] 7 Nomor 73, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
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Pcnd;q atun dan Bclunja Ducrah dan RiJnc:~n 'an
Per.uurnn Kepala Dacrah tcntang P njabaran
Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan Anggara n Pcnda pa a n
dan Belanja Daerah (Berita Negara Rcpublik Indone: ia
Tahun 2017 Nornor 450);

_1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengeioiaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor
1781);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok U ara
Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 3) sebagaimana e ah
diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan At s
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nornor .1
Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah [Lernbaran Darrah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lombok Ut: ra
Nomor 49);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun _OlD rentang
Retribusi Golongan Jasa Umum [Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor -t
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan .Jnsa Umurn
(Lernbaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2017 Nomor 9, Tambuhan Lcmbaran Daerah Kabup: ten
Lombok Utara Nomor 68);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tcntnug
Retribusi Goiongun JUS(\ Usaha [Lcrnbarnn Daerah
Kabupaten Lombok Utnra Tahun _010 Nornor 5,
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupatcn Lombok Utara
Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran
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Rp 33.342.809.708,00
Rp437.876.947.45980
Rp 54.252.093.409,00
Rp255.690.551.324,80

Rp114.650._81.805.00

Rp431.839.289.450,00
Rp238. 703. 776.l 04.00
Rp 37.395.182.78_.00
Rp 436.700.000.00
Rp 7.310.539.051.00

Rpl03.450.107.036.12
Rp554.766.257.516,00
Rp20 1.660.546.054,00
Rp859.876.910.606,12

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan SosiaI
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaterr/Kota dan Pemerintah Desa
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/ Kabu paten / Kota dan
Pemerintahan Dcsa

6) Belanja Tidak Terduga
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

TENTANG PENJABAR~N
PELAKSANAAN ANGGARAN

BELANJA OAERAH TAHUN

PERATURAN BUPATI
PERTANGGUNGJAWABAN
PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

29.

28.

~~().

Dner.ih Knbupnu-n Lombok Utara Tahun 210 Nomor 6,
Truubn hn n J. 'Ill bu I"LI 11 I ncrah Kabupatcn Lombok Utara
Nomor h):
I erru urnu I)o('n.lh Nornor 3 Tahun 2015 tcntang Pokok
Pokok I t'ng '101 nn Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Daerah
Kf.lI.Hlpntl'11 Lombok Utura Tahun 2015 Nomor 1,
Tl.Ill1hultnl1 Lcmbarnn Dacrah Kabuparen Lombok Urara
Nomnr 45);
Pcrnlur:JI1 Dactah Nomor 4 Tahun 2015 icntang
Pengclolaan Uang Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 20 l5 Nomor 4 Tambahan
Lcmbaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);
Pcraturan Daerah Nornor 15 Tahun 2016 tentang
Pcmbentukan clan Susunan Perangkat Daerah
(Lcmbaran Daerah Kabupatcn Lombok Utara Tahun
2016 Nornor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62); sebagairnana
telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 94).
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Peridapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 [Lernbaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor
7).
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BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24

H. RADEN NURJATI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Agar setiap orang' mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan 8elanja Daerah sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan ReaIisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci Iebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan 8elanja
Daerah.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud clalam PasaI 1
tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rp 35.790.184.541,00
Rp 5.000.000.000,00
Rp 30.790.184.541,00
Rp 20.950.858.237,32

Rp127.934.302.726,00
Rp869.716.236.909 ,80
Rp (9.839.326.303,68)

3) Belanja Modal
Jumlah Belanja Daerah
Surplus I (Defisi t)

3. Pern biayaan
a. Penerirnaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pem biayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)


